PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif iransparan dan
akuntabel serta beronentasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini

Nama ¢ FATKHURI S.H.

Jabatan . KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BAUBAL

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama . HENDRO DEWANTO, S H. M Hum

Jabatan KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGGARA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Fihak perama berjan)l akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesual
dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target Kinerja jangka menengah
seperli yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Kebsrhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Fihak kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjan ini dan akan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Baubau, 15 Januar 2025,
r.TTEi‘F:nak Kedua, Pihak Perlama,

TINGGI
-lTEHGGAH;n.
_.l.




PERJANJIAN KINERJA KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BAUBAU
TAHUN 2025

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025
Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan,

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideclogi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)

< Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong
kemandirian bangsa melalul swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,
ekonomi hijau, dan ekonomi birw.

3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,
meangembangkan industr kreatif. dan melanjutkan pengembangan infrastruktur

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,
pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan
paran perempuan, pemuda. dan penyandang disabilitas

2. Melanjutkan hiliisasi dan industriaiisasi uniuk meningkatkan nilai tambah di
dalam nageri.

6. Membangun dari desa dan dari bawah unluk pemerataan ekonomi dan
pemberantasan kemiskinan.

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi; serta memperkuat
pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba,

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,
dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai
masyarakat yang adil dan makmur

C. KINERJA UTAMA
No Sasaran Strategis | Indikator Kinerja i‘amat |

1 | Meningkatnya Kualitas | Indeks Kepuasan Masyarakat | 94%
Pelayanan Publik dan
Penyuluhan Hukum

| 2 | Meningkatnya Efektivitas | Tingkat Keberhasilan Penanganan | 100%
Penegakan Hukum dan | Perkara Pidana Umum yang

| Keadilan Melalui | Memenuhi Prinsip Keadilan

Transforrmasi Sistemn

| Penuntutan

ErETLTE L]

| Penanganan Perkara Pidana | 80%
Khusus dan TPPU yang Memenuhi |
Prinsip Keadilan I




No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
3 | Meningkatnya  Efeklivitas = Tingkat Keberhasilan Penyelamatan Eﬁ;ﬁ_
Penyelamatan dan | dan Pemulihan Aset Negara
Pamulihan Aset serta |—— —
o T e
P K . :
”:l;f:ﬂbﬂ”ﬂﬁ arugan K n Negara Mefalui Jalur | B5%
Pidana dan Perdata
4 | Menguainya Tata Kelola | Niiai Evaluasi Internal SAKIP | 78%
Organisasi yang Optimal, o ——
| Transparan dan Akuntabel | Nilai Kinerja Anggaran 90%
No Program Anggaran B
1 | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Rp. 2.083.308.000
2 | Program Dukungan Manajemen Rp B 134 955000

~ Jumiah

D. PRIORITAS NASIONAL
Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Negeri Baubau.

E. KINERJA TAMBAHAN
Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan

.1

Rapublik Indonesia.

Rp. 11.218.261.000

Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kajaksaan Republik Indonesia dalam
Peraturan Perundang-Undangan serla Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim
Lintas Tingkat Pemeriniah Daerah,
Pelaksanaan Tugas Direktiffinstruksi Jaksa Agung kepada Kepala Kejaksaan

Tingai.

Baubau, 15 Januar 2025,

Pihak Partama,



PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif transparan dan
akuniabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Mama . ISMAIL MUDA, S H
Jabatan - KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama ;. FATKHURI, S H.
Jabatan . KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BAUBAL

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinera yang seharusnya sesuai
dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, Keberhaslan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami,

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap cepaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang
diperiukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi,

Baubau, 30 Januar 2025
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN,

(FATKHURI, S H) (ISMAIL MUDA, 5.H.)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN KEJAKSAAN NEGER!I BAUBAU

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025
Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025
Memperkokoh ideclogi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

1.
2.

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara

dan mendorong

kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,

akanomi hijau, dan ekonomi biru.

Meningkatkan lapangan kerjs yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,
mengembangkan industn kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

Memperkuat pembangunan sumber daya marnusia (SDM), sains, teknologi,
pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan

peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas

Melanjutkan hilinsasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di

dalam negeri

Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan

pemberantasan kemiskinan.

Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat
pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba,

Memperkuat panyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,
dan budaya, seria peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai

masyarakat yang adil dan makmur,

C. KINERJA UTAMA

No
-

Eusarun_F'?ngrnm

realisasl anggaran kejaksaan
Ri

Meningkatnya kuantitas dan
kualitas sarana dan prasarana
yang mendukung kinera
Kejaksaan RI

Meningkatnya tertio
penyelenggaraan tala kelola

asat

Meningkatnya  optmalisasi |

Indikator Kinerja

Indikator  Kinerfja  Pelaksanaan

Anggaran (IKPA)

Persentase sarana dan prasarana

| sesuai standar kebutuhan

100% |

Tingkat pemenuhan inventarisasi dan
pelaporan Barang Milik Negara

Target -

895%

90%




[Hn | Sasaran Program | Indikator Kinerja Target
- 4 | Meningkatnya kepuasan | Persentase kepuasan fterhadap
 masyarakat terhadap layanan | layanan hukum dar masing-masing B4,
hukum Satker
| = —
No Kegiatan Anggaran =
1 | Layanan Dukungan Manajemen Internal N | B.062.321.000 i
| 2 | Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1.072 634.000 '
= Jumiah | 9.134,955,000 |

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan

Repubiik Indonesia.

2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam
Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim

Lintas Kementrian/Lembaga.

3. Pelaksanaan Tugas Direktif/instruksi Jaksa Agung.

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BAUBAU,

(FATKHURI S.H.)

Baubau,30 Januarn 2025
Pihak Pertama,

KEPALA SUBBAGIAN PEMEBINAAN,

{(ISMAIL MUDA, S H.)



PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama . ABDUL KADIR SANGADJI, SH. M.H.
Jabatan . KEPALA SEKSI INTELIJEN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : FATKHURI, &.H.

Jabatan . KEPALA KEJAKSAAN NEGER| BAUBAL

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjuinya disebut pihak kedua

Pihak pertama benanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapa: target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pinak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
tethadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil findakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Baubau, 30 Januan 2025
Pihak Pertama,
NEGER] KEPALA SEKSI INTELIJEN,

(FATKHURI, S H ) (ABDUL KADIR SANGADJI, § H. M H )



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI BAUBAU

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025
Akselerasi Pertumbuban Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideclogi pancasila, demckrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong
kemandirian bangsa melalul swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,
ekonomi hijau, dan ekonomi biru

3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,
mengembangkan industri krealif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur,

4. Memperkual pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,
pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, seria penguatan
peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

5. Melanjutkan hiliisasi dan industrialisasi urtuk meningkatkan nilai tambah di
dalam negen.

8. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekcnomi dan
pemberantasan kemiskinan.

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat
pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba

8. Memperkual penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,
dan budaya, serta peningkatan foleransi antarumat beragama untuk mencapai
masyarakat yang adil dan makmur

:: Sasaran Program l Indikator Kinerja Target

| 1 | Meningkatnya pelaksanaan @ Perseniase pelaksanaan operasi |
operasi intelijen yang | intelijen yang berkatan dengan
berkaitan dengan  bidang ftﬂ'dang ldeclogl, Politik, Pertahanan 100%
Ideologi, Politk, Perahanan | dan Keamanan

|__| dan Keamanan |

| 2 | Meningkatnya pelaksanaan Persentase pelaksanaan Operasi |
Operasi Intelijen yang Intelijlen yang berkaitan dengan 100%
berkaitan dengan bidang bidang  sosial, budaya dan
sosial. budaya dan kemasyarakatan
kemasyarakatan




Indikator Kinerja

farg-et

: Sasaran Program

' 3 | Meningkatnya  pelaksanaan | Perseriase pelaksanaan Operasi |
Operasi Intehjen yang |Inteljen yang berkaitan dengan 100%
berkaitan dengan  bidang | bidang ekonomi dan keuangan
ekonomi dan keuangan

4 | Meningkainya kegiatan | Persentase Kegiatan Pengamanan |
Pengamanan Pembangunan | Pembangunan Strategis 500
Strategis | ’

5 | Meningkatnya operas intelijen | Persentase pelaksanaan Operasi
yang berkaitan dengan | Intelien vyang berkaitan dengan 100%,
teknologi informasi  dan | teknologi  informasi  dan  produksi
produksi intelijen intelijen

6 |Meningkalnya kualitas dan | Perserase lembaga/ pihak yang
kuanttas penyuluhan dan | diberi penyuluhan dan penerangan 100%
penerangan hukum Pukurm

7 | Meningkatnya kepuasan |indeks  kepuasan  pemangku |
pemangku kepentingan | kepentingan  terhadap  layanan a4,

terhadap layanan penyuluhan
dan penerangan hukum

penyuluhan dan penerangan hukum

Hu|

1 | Pencarian Buron Tindak Pidana DPO

2 |Kegiatan | Operasi

Negeri

Pengamanan dan Penggalangan di Kejaksaan

Kejaksaan Negeri

3 | Kegiatan / Operasi Intelijen pada Posko Inteljen
Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan di

4 | Kegiatan Pengawasan Aliran
|
Masyarakat di Kejaksaan Negeri

5 i“lﬁﬁi'n_panﬁ Anti Korupsi di Kejaksaan Negeri

pada Kejaksaan Negeri

& | Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum

7 | Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Negeri

Jumiah

Kegiatan Anggaran
Rp. 30.000.000,-
intelijen  Penyelidikan, ‘Rp. 40.000.000.-
|
g == |
Rp. 30.000000- |
|
Kepercayaan Rp. 58008.000,- |
Rp. 20000000 |
Rp. 38.976.000,-
Rp. 52.400.000- |
| Rp. 269.384.000,- |

D. PRIORITAS NASIONAL

Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan NegeriiCabang Kejsksaan

MNegeri.
E. KINERJA TAMBAHAN




- Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan
Republik Indonesia,

2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam
Feraluran Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim
Lintas Kementnan/Lembaga.

3. Pelaksanaan Tugas Direktif/instruksi Jaksa Agung.

Baubau, 30 Januar 2025
Pihak Pertama,

KEPALA SEKS| INTELIEN,

EFATRHLFRi. SH) (ABDUL KADIR SANGADJI, S.H. . M.H.)



PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efekdif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DA'WAN MANGGALUPANG, S H. M.H.
Jabatan . KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama FATKHURI, SH
Jabatan © KEPALA KEJAKSAAN NEGERI

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pinak kedua

Fihak pertama berjanji akan mewujudkan larget kinerja yang seharusnya sesual dengan
lampiran penanjian ini, dalam rangka mencapai target kinena jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinera lersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperiukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Baubau 30 Januan 2025

KEPALAYSE K PIDANA LMUM

{.DAWAN MANGGALUPANG, SH., M.H.)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI BAUBALU

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025
Aksalerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025
1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong
kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,
ekonomi hijau, dan ekonomi biru,

3. Meningkatkan |apangan kerja vang berkualtas, mendorong kewirausahaan,
mengembangkan industri kreatil, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,
pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serla penguatan
peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di
dalam negeri.

6. Membangun dari desa dan dar bawah untuk pemerataan ekonomi dan
pemberantasan kemiskinan.

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat
pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

B. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang hammonis dengan lingkungan, alam,

dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai
masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

o e

: Sasaran Program Indikator Kinerja Target
1 | Meningkatnya Penyelesaian | Persentasa parkara yang i
penanganan perkara Tindak | diselesaikan berdasaran keadilan 100%
Pidana Umnum tertentu | resforatif
|___| berdasarkan keadilan restoratif
2  Meningkatnya kualitas Persentase perkara tindak pidana T |
Penyelesaian Penanganan umum yang diproses hingga Pra- 100%
Perkara Tinda k Pidana Penuntutan
Urmum =
ersentase perkara tindak pidana
umum yang diproses hingga

100% |
Penuntutan




masyarakat terhadap layanan
hukum bidang tindak pidana

| Limuim

terhadap layanan hukum bidang
tindak pidana umum

Penuntutan dan Penuntutan pada Kejaksaan

I: . Sasaran Program Indikator Kinerja Target
| — Persentase perkara tindak pidana
umum  yang in  kracht  van 100%
gewusidezaak (Berkekuatan hukum
tetap) yang telah dieksekusi
34 | Meningkatnya kepuasan | Indeks kepuasan masyarakat

84%

No | Kegiatan Anggaran

1 | Perkara Pidana Umum dalam Tahap Pra Rp. 37.510.000
Fenuntutan pada Kejaksaan Negeri

2 |Pekara Pidana Umum dalam Tahap Pra Rp. 545.710.000 '

MNeger

3 |Perkara Pidana Umum dalam Tahap Upaya | Rp. 105 000.000
Hukum dan pelaksanaan eksekusi pada
Kejaksaan Negeri

4 | Restorative Justice perkara Tindak Pidana Umum Rp. 7.720.000

i pada Kejaksaan MNeger

Jumnlah

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

Rp. 695.940,000 \

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan

Republik Indanesia,

2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam

Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas
Kementrian/Lembaga.

3. Pelaksanaan Tugas Direktiffinstruksi Jaksa Agung.
Baubau 30 Januari 2025

Pihgk Kedua,




PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektf, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang beranda tangan dibawah ini:

Nama - IWAN GUSTIAWAN, 5. H. M.H.
Jabatan - KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS

Selanjutnya disebut pihak pertama

MNama - FATKHURI, S.H.
Jabatan - KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BAUBAU

Selaku atasan langsung pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuaj
dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperdukan serta akan melakukan evaluasi
lerhadap capaian kinera dari perianjian ini dan akan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi,

Baubau, 30 Januari 2025
Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA

(FATKHURI, S.H.) (IWAN GUSTIAWAN, S H MH )




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS
KEJAKSAAN NEGERI BAUBAU

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025
Aksalerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1.
2

Memperkokoh ideclogi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong
kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,
ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,
mengembangkan indusir kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur,
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,
pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan
peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di
dalam negen.

Membangun dar desa dan dan bawah untuk pemerataan ekonomi dan
pemberantasan kemiskinan.

Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat
pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,
dan budaya, seria peningkatan ioleransi antarumat beragama untuk mencapai
masyarakat yang adil dan makmur

C. KINERJA UTAMA

No | Sasaran Program | Indikator Kinerja Target

1

[Meningkatnya  Penyelesaian | Persentase findak lanjul Laporan

STETE 1

| Penanganan Perkara Tindak | Pengaduan Masyarakat 100%

| L

Pidana Korupsi dan TPPU i - .
|
| ra Transparan, Akuntabel | Persentase perkara tindak pidana

: korupsi dan TPPU yang diselesalkan | 1po%
dan Profesional pada tahap penyelidikan

| Perseniase perkara tindak pidana |
korupsi dan TPPU yang diselesalkan
pada tahap penydikan

100%




Indikator Kinerja

Target

2 | Meningkatnya
Penanganan Perkara Tindak
Pidana Khusus, (Kepabeaan,
Cukal dan Pajak) dan TPPU
secara fransparan, skuntabel
dan profesional

| Persentase Perkara tndak pidana

korupsi dan TPPU yang diselesaikan
pada tahap pra penuntutan

Persentase perkara tindak pidana
korupsl dan TPPU yang diselesaikan
pada tahap penuntutan

|
|

100%

100%

Penyelesaian |

Persentase Perkara tindak Pidana
Korupsi dan TPPU vyang telah
dieksekus|

100%

Persentase pengembalian kerugian
keuangan negara melalu jalur
Pidana Khusus

Persentase Perkara Tindak Pidana
Khusus (kepabeaan, Cukai dan
Pajak) dan TPPU yang diselesaikan
pada tahap pra penuntutan

Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan
pajak) dan TPPU yang diselesaikan

| pada tahap penuntutan

Persentase Perkara Tindak Pidana
Khusus (Kepabeaan, Cukai dan
Pajak) dan TPPU vyang telah
diekzekusi

No Kegiatan

100%

Anggaran

Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian |
Uang Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Negeri

1
E
2

Wilayah 1l

| Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian
Uang Tahap Penyidkan di Kejaksaan Negen
3 |Perkara Tindsk Pidana Korupsi dan Tindak
Pidana Khusus Lainnya pada Tahap
Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Megeri
4 | Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana
' Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya
Terpidana Ditahan Dalam Rumah Tahanan

Pra

Jumiah

Rp. 539.840.000.-

Rp. 92.082 000

Rp. 206.000.000,-

Rp. 64.960.000 -

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

Rp. 902 882.000 -




1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan
Republik Indonesia.

2 Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam

Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim
Lintas Kementrian/Lembaga.

3. Pelaksanaan Tugas Direktiffinstruksi Jaksa Agung.

Baubau, 30 Januarn 2025
Pihglr. Kedua, Pihak Partama,
NEGERI KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA

(FAYKHURI S.H.) (IWAN GUSTIAWAN, S.H.MH)




PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efekiif transparan dan
akuniabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama . NOVA AULIA PAGAR ALAM, S H. M.H.
Jabatan - KEPALA SEKSI FERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : FATKHURI, S.H.
Jabatan . KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BAUBALU

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinera yang seharusnya sesuai
dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinera jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasiian dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dar perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang
dipariukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Baubau, 30 Januari 2025
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

HEFELA-HEJ SAAN NEGERI KEFPALA SEKSI PERDATA DAN TATA
USAHA NEGARA,

= D

(FATKHURI, S H) (NOWVA AULLA PAGAR ALAM, 5H.)




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
KEJAKSAAN NEGERI BAUBAU

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025
Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideclogi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)

2 Memantapkan sistern pertahanan keamanan negara dan mendorong
kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif
ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan
mengambangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,
pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan
peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

5. Melanjutkan hiliisasi dan industrialisasi urtuk meningkatkan nilai tambah di
dalam neger.

6 Membangun dari desa dan dari bawash untuk pemeratsan ekonomi dan
pemberantasan kemiskinan,

7. Memperkual reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat
pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba,

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,
dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai
masyarakat yvang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

Sasaran Program Indikator Kinerja Target

| 1 | Meningkatnya  keberhasilan | Persentase Perkara Perdata yang |
| Fenyelesaian perkara Perdata | diselesaikan melalu jalur Litigasi 100%

S Tt Ushbn Memata “Persentase perkara Perdala yang
diselesaikan melalui jalur Non Litigasi 100%

| Persentase perkara Tata Usaha
Negara yang diselesaiakan melalui 100%
- jalur Litigas

2 | Meningkatnya pengembalian | Persenlase pengembalian kerugian
kerugian keuangan Negara | negara melalui jalur perdata
I.




N : '

o Sasaran Program Indikator Kinerja | Target
melalui jalur pardata i 100%

3 | Meningkatnya  pelaksanaan | Jumiah  kegiatan pertimbangan | =
kegiatan pemberian | hukum, pelayanan hukum  dan 100%
perimbangan hukum, | tindakan hukum lain
pelayanan hukum dan
tindakan hukum lain

4 | Meningkatnya kepuasan | Indeks  kepuasan  masyarakat
masyarakat terhadap layanan | terhadap layanan hukum perdata dan 4%
pertimbangan hukum, | tata usaha negara
pelayanan hukum dan
indakan hukum lain
No | o Kegiatan Anggaran
1 | Pertmbangan Hukum / Pendampingan Hukum | " Rp. 12.200.000 - -.
Bantuan Hukum yang dilakukan di Kejaksaan |
Negen
| 2 | Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang |  Rp. 30.000.000 -
diselezaikan di Kejaksaan Negeri |
3 | Pengelolaan Halo JPN di Kejaksaan Negeri i Rp. 6.000.000.- '
4 | Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis | Rp. 7.200.000.-
t Jumish Rp. 56.400.000,- |

D. PRIORITAS NASIONAL
E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan
Republik Indonesia.

2. Pelsksansan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam
Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim
Lintas Kementrian/Lembaga.

3. Pelaksanaan Tugas Direkdif/instrubsi Jaksa Agung.

Baubau, 30 Januan 2025

Pihak Kedua, Pihsk Pertama,

KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA
USAHA NEGARA,

= D

(FATKHURI, S H) (NOVA AULIA PAGAR ALAM, S.H.)




FPERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif transparan dan
akuniabel serta berorientasi pada hasil, yang berianda tangan dibawah ini:

Nama . LA ODE MUHAMAD FIRMAN, SH. MH
Jabatan . KEPALA SEKS| PEMULIHAMN ASET DAN PENGELOLAAN
BARANG BUKTI

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama - FATKHURI S H.
Jabatan - KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BAUBAU

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedus

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinera yang seharusnya sesuai
dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami,

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan evaluas:
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Baubau, 30 Januar 2025

Pihak Pertama,




FERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KEPALA SEKSI| PEMULIHAN ASET DAN PENGELOLAAN BARANG BUKT]

KEJAKSAAN NEGERI BAUBAU

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025
Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

; 1§
2

C. KINERJA UTAMA,

Memperkokoh ideclogi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM},
Memantapkan sistem pertshanan keamanan negara dan mendorong
kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif
ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,
mengembangkan industn kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur,
Memperkuat pembangunan sumber days manusia (SDM). sains, teknologi,
pendidikan, kesehatan, prestasi clahraga, kesataraan gender, serta penguatan
peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Melanjutkan hilirisasi dan indusirialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di
dalam negen.

Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan
pemberantasan kemiskinan,

Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat
pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba,

- Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,

dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai
masyarakat yang adil dan makmur.

No Sasaran Program Indikator Kinerja | Target

1 [ Meningkatnya penyelesaian | Persentase penyelesaian |
penyelamatan dan pemulihan | penyelamatan aset negara 100%
s Persentase penyelesalan pemuinan |

2 | Meningkatnya kepuasan | Indeks  kepuasan  pemangku
pemangku kepentingan  kepentingan lerhadap penyelesaian
terhadap penyelesaian | penyelamatan dan pemulihan aset 04%
panyelamatan dan pemulihan
i A \_ =]




\i' Kegiatan Anggaran |
| 1 | Pemeliharaan Barang Bukti/Sitaan/Rampasan Rp. 67.200.000,-
[ 2 | Pemusnahan Barang Bukti/Sitaan/Rampasan | Rp. 33.300.000 -
3 | Penyelesalan Barang Bukti/Sitaan/Rampasan Rp. 58.200.000,-
|' ' Jumiah Rp. 158 700.000.-

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan
Republik Indonesia.

2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Keiaksaan Republk Indonesia dalam
Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotasn Kejaksaan dalam Tim
Lintas Kementrian/Lembaga.

3. Pelaksanaan Tugas Direktiffinstruksi Jaksa Agung.

Baubau, 30 Januar 2025

Fi Kedua, Pihak Perama,

KEPALA N NEGERI KEFALA SEKS F‘EMULIHHAS [




